PUTUSAN
Nomor 0107/Pdt Gr2018/PA Toh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temblilahan yang memeriksa dan mengadill parkara
tertantu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatutikan
putusan dalam perkars Ceoral Talak antara:

fempat dan tanggal lahir
Tambiahan, 16 Agustus 1980, agama Islam, pekenaan
Pagawal Negeri Sipll, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di JI, Sudirman Gg
Percetakan Rt 006 Rw. 002 Kelurahan Tembilahan
Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragint Milir
. sebagai Pemohon;

melawan

_ tempat dan Wanggal lahie Teluk Kempas, 18

Agustus 1980, agama Islam, pekeraan Pegawal Neger
Sipd, Pendidikan Strata | tempat kediaman di JI
Genlya Gg Mangga Rt 001 Rw, 004 Kelurahan
Tombilahan  Barat  Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragirl Milir sebagai Termohon,

Pangadilan Agama tersebut,

Tolah mempelajan surat-surst yang berkaitan dengan perkars ink.

Telah mendengar keterangan Peamohon dan para saksl di muka sidang,
DUDUK PERKARA

Batwa Pemohon dalam surat pemohonannya tangget 07 Februar 2018
lelah  mengajukan  permohonan  Cersi Talak, yang felah terdaftar o
Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tembilahan,  dengan  Nomor
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D07/Pat G/2018/PA Toh, tanggal 07 Februan 2018, dengan dalildalil pada
pokoknya sebagai berkut
1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalab suami st (Ba'da dukhul)
yang metangsungkan pemikahan atas dasar suka sama suka pads han
Rabu, tanggal 04 Juni 2003 M atau 03 Rabiul Akhir 1424 H dan dicatat
oleh Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tembilahan,
Kab. Indragini Milie, Prov, Riau sesual Kutipan Akta Nikah Nomor :
192512003, ditandatangani pegawal Pencatat nikah KUA tersebut
tanggal 04 Juni 2003,

2 Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka
dan Gadis.

3 Bahwa setolah pemikahan  tersebut Pemohon  dengan  Termohon
bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berpindah-pindah sebarnyak
sekitar & kali dan terakhir pada tabun 2008, Penggugat dan Tergugat
bedempat tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan Gerilya Gg
Mangga, RT. 001/ RW. 004, Kelurahan Tembilahan Barst, Kecamatan
Tembilahan Mulu, Kab Indragin Hitir, Prov. Riau sampal dengan berpisah,
dan selama menjalant permikaban, Pemohon dan Termohon dikarunial 2
orang anak yaty

- lahir i
Tembilahan, umur 14 tahun, sekolah kelas 2 MTs, dan sekarang ini
tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Tekolan.

= B - lahir th
Tembilahan, umur B8 tabun, sekolah kelas 2 5D don tinggal bersama

Tergugat

4 Bahwa dart sojak awal pernikahan, hubungan pemikahan Pemohon dan
Tarmohon sudah benalan tdak rukun dan harmonis karena sering terjadi
parselisihan dan pertengkaran yang penyebabnys adalah:
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= Termohon jatang mengurus rumah tangga dengan alasan capek bekera

» Termohon tdak mau dinasobati oleh Pamohon, bahkan beran melawan
Pamohon,

< Pamohon dan Temmohon sempat berpisah selama 1 tahun yaitu tahun
2017

5 Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tedadi pada akhie 2016,
dikarenakan Termohon sudah melalakan kewajiban dalam rumah tangge
dengan alasan capek bekera dan apabila Pemohon menasehati
Termohon, maka Termphon melawan sehingga tenadi pertengkaran
yang berujung dengan perginya pemohon menoinggalkan rumah ke
rumah orang tua Pemohon yang teretak di Jalan Sudirman Gg
Parcetakan RT. 006/ RW. 002 Kelurahan Tembilaharn Kota, Kecamatan
Tembilahan, Kab. indragirt Hillk, Proy. Riau dan sampal sekarang tidak
pernah bersatu lagl layaknya suami ister

0 Bahwa keluarge Pemohon, pemohon dan keluarga Termohon sudah
berusaha untuk mendamaikan bahkan sampal menunda-nunda gugatan
di Pengadiian walaupun Pemohon sudah mendapatkan zin dan atasan
Pamohon, dengan maksud agar terwujudnya perdamaian akan tetapl
ketika Termohon menjemput anak (Muhammad Satria Prakasa Bin Raka
Sagara Prakarsa) di pelabuban pada tanggal 04 Februar 2018, terjadi
lngl pertengkaran antara Pemohon dan Termahon, sehingga perdamalan
tersebut hdak parmah teradi

7. Bahwa dikarenakisn Pemohon barstatus Pegawal Neger maka Pemohon
sudah mendapatkan (zin dan atasan Pemohon berdasarken  Surat
Keputusan Sekretars Daerah Kabupaten Indragin Hilir No.  Kpts
B7ISEKDANIHK-2017

B Bahwa Kkorena sudah teqadi perselimban dan  pedengkaran  terus
menerus dan sudah tidak bisa didamaikan dan telah teradi perpisahan
antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, maka
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Pemohon merasa tidak mungkin lagl untuk membentuk sebuah keluarga
yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga
Pamohon sangat berharap kepada Majelis Makim perkirs inl agar
mengabulkan permohonan parceraian dan Pamohon

9. Babwa Pemohon sanggup membayir seluryh biaya yang timbul akibat
perkarn ini

Berdasarkan alasan/dalil-dall diatas, Pemohon bermohon agar Ketuas
Pengadilan Agama Tembilaban Cqg. Majelis Makim segera memeriksa dan
mengadill perkara ini, selanjutnys menjatuhkan pulusan yang amarnya
sebags bedkut |

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ceral Talak Pemohon untuk
seluruhinys

2. Member fjin kepada Pemohon |
untuk menjatuhkan talak satu Raj)i kepada Termohon
di hadapan sidang Pengadilan Agama
Tombilahsn,

3 Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
mencatatkan putusan percersian tersebut dalam daftar umum yang
disediakan untuk ity dan menerbitkan Akta Cerainys

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum

SEKUNDER : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan
putusan yang seadil-adiinys (ex aoquo of bono),

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majels hakim telah menasehatl Pemohon dan Termohon agar
berdamal dan berbalkan kembal sebagal suami istr, tetap Pamohon tetap pada
pemohonannya untuk bercers dengan Termohon;
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Bahwa sesual dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi,
perkara ini telah dimediast oleh Mediator Hakim Khairunnas, S.AQ. MH akan
totapi tidak bechasil, sebagaimana poran mediasi tanggal 26 Februan 2018

Bahwa disebabkan Pemohon adalah seorang Pegawal Neger Sipll
(PNS), maka Pemohon telah menyerabkan 2in dar atasan Pemohon berups
Surat Keputusan Sekretans Daerah  Kabupaten Indragin Milir No. Kpts,
B7/SEKDAMIMK-2017, sehingga perkara a quo dapat diproses lebih lanjut

Bahws selanjutnya  surat  permohonan  Pemohon  dibacakan  di
persidangan, yang dalil-daliinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan jawaban secara lisan
di persidangan tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya tidak membantah
dalil-dall permohonan Pemohon dan  tidak keberatan bercemsl  dengan
Pamohon,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemaohon telah
mengajukan bukti berupa.
A. Surat.
1. Fotokopr Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 4182512003, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragin Hilie, tanggal 04 Juni 2003, telah bermeterat cukup dan dinazegelien,
dan telah dicocokkan dengan aslinya (P)
. Saksi
1 4D tahun, agama Islam, pendidikan 5D, pekerjian
Swasta, bettempat tinggal di Jala Jenderal Sudirman RT 06 RW 02 Kelurahan
Tombilahan  Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragin  Hilir,
selanjutnya df bawah sumpahnya telah mensangkan hal-bal sebagsi berkut.
« Bahwa saksi adalah Peman Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri
Famohon,
« Bahwa Pamohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 o Tembilahan,
« Bahwa selama menikah Pemohon dan Termahon terakhir bertempat tinggal
di rumah kediman bersama di Jalan Gerilya Gang Manggs Kelurahan
Tembilahan Barat, Kecamatan Tembitahan Hulu hingga berpisah,
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« Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunial 2 (dua) orang anak yang
sekarmng ini dalam asuban Termohon,

- Bahwa pada mulanys rumah tanggs Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmaonis, tetap: sekarang inl tidak rukun lagl karena sering berselisih dan
bertengkar

- Bahwa penyebaty perselisihan dan pedengkaran adalah Termohon jarang
mengurus rumah tangga karena alasan capek, sehingga Pemohon lah yang
mengurusnya. padahal Pemohon dan Termohon sama-sama bekerns.

-~ Bahwa selain ity Termohon jika dinasihatl tidak mau mendengarkan Pemohon.

- Bahwa Peamohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih setahun, karena Pemohon meninggalkan Termohon,

~ Bahwa pihak keluarga sudab berupayn mendamatkan, akan tetapl tidak
berhasil,

2 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, peketjaan

swasta, betempat tinggal di Jalan Pelajar RT 03 RW 08 Kelurahan Tembitahan

Hulu, Kecamatan Tembilahan Mulu, Kabupaten Indragin Hilir, selanjutnya di

bawah sumpahnya telah menerangkan hakhal sebagal berkut

« Bahwa saksi adalsh teman Pamohon dan mengenal Termohon sebagal inten
Pemohon,

« Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Tembilahan,

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal
di rumah kediman bersama di Jalan Geditya Gang Mangge Kelurahan
Tembiahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu hingga berpisah,

« Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunial 2 (dua) orang anak yang
sokarang inil dalam asuban Termohon

« Bahwa pada mulanys rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, tetapi sekarang int bidak rukun lagi karena sering berselisih dan
bertengkar,

« Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon jerang
mangurus rumah tanggs karena alasan capek, sehingga Pemohon lah yang
mengurusnya, padahal Pemohon dan Termohon sama-sama bekena.

« Bahwa selain itu Termohon jika dinasihati tidak mau mendengarkan Pemohon,
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« Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang
labih setahun, karena Pemaohon meninggalkan Termohon
- Bahwa pihak keluargs sudah berupays mendamaikan, akan tetapl tidak
berhasil.
Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap denga permohonannys untuk berceral,

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya disebabkan
tidak pernah datang lagl setelah memberikan jawaban pada sidang sebelumnya

Bahwa selanjutnyd untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semus
hal ysng termust dalam berta acara sidang merupakan bagian yang tdak
larpisahkan dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahws maksud dan tyjuan pemohonan Pemohon adalah
Sobagaimana terurg di atas.

Menimbang, babwa temysta Termohon hanya datang pada sidang
pertama  dan kedua, selanjutnyas Termohon tidek permah dateng lagl ke
persidangan

Menimbang, bahwa disebabkan Pemohon seorang PNS, maka untuk
mamenuby ketentutan Pecaturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1883 tentang (zin
parkawinan dan perceraian bagi PNS, Pamohon telah menyerahkan surat izin
atasan Nomor Kpts 67/8E KDAMIMK.2017

Menmbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dall permahonannya,
Pamohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dui) orang saksi,

Menimbang, babwa bukti P (Fotokopl Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermetersl cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinys, merupakan akta
otentik, 81 bukt tersebut menjelaskan mengens status hukum Pemohon
dengan Termohon yang merupakan suami istrl sah yang menikah di tahun 2003,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta
mempunyal kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesual Pasal 285
R.BY juncto Pasal 1870 KUH Perdata:
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Menimbang, bahwa saksi
sudah dewasa, berakal sehat, dan sebolum memberikan keterangannya
tolah disumpah tertebih dahulu, sehingga memanubii syarat formil sebagaimana
diatur datam Pasal 172 ayst (1) R Bg.

Manimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenal telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan  Termohon
solama kurang lebih sethaun , adalah fakta yang dilihat sendirl oleh saksi-saksi
dan relevan dengan dalil-dall yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karens  Hu  keterangan saksl tersebut telah memenubl  syarat  materi
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagal bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksksaksi — Pemohon  mengenal
adanya perselsihan dan perengkaran antara Pemohon dan Termohon serta
alasan yang menjadi penyebab pertengkara, adalsh fakta yang tdak dilihat
sendirididengar  sendir/dislami  sendin  (testimonium  de  sudit), hanya
mendengar dan certa Pemohon, oleh keena ity keterangan saksi lersebut
bdak memenubl syarast matenil sebagaimana distur dalam Pasal 308 R.Bg,
sehingga keterangan saksi tersebut harus dikuatkan dengan buktl lainnya agar
dapat ditenma;

Menimbang. bahwa meskipun  keterangan saksi-sakst  tentang
penyebab  perselisihan dan adoanys perselisihan dan pertengkaran  antara
Pemmohon dan Termohon testimonium de auditu, akan tetapi hak tersebut
sejslan  dengan  fekta yang dilihat langsung oleh  saksi-saksi  tentang
berpaahnys Pemohon dan Termohon selama setahun. terakhic, sehingga
dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat, oleh karena itu kelerangan
soaksi-saksl tersebut telah dikuatkan oleh fakta lninnya dan relevan dengan dalil-
dalll permohonan Pemohon,

Monimbang, bahwa  keterangan saksi 1 dan saksl 2 Pemohon
Dersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lmin oleh karena ity
keterangan dus orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R Bg.,
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Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksl 2 Pemohon
telah terbukti fakta sebagai berkut.

I. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istn yang sah sejak 04 Juni
2003,

&3

Batwa Femohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis
(ba"da dukhul) dan telah dikarunisl 2 orang anak

1. Bahwa sejak setahun terakhir sering tedadi perselisihan dan padengkaran
yang disebabkan Termohon tidak lagi menjalankan perannya sebagal istr
dalam rumah tanggs, yang berujung dengan berpisahnya Pamohon dan
Termohon selama kursng lebih setahun, karena Pemohon meninggalkan
Tarmohon,

4, Bahwa pihak keluarga sudab berupaya untuk mendamakan akan tetap
fiiak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia tersebut o atas  dapat
duimpulkan fakta hukum setagal benkut

. Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam petkara a guo
(persona standi in judicio)

4

Bahwa rumah tangge Pemohon telah tidak rukun selama kurang lebih
setahun, dan tidak mungkin lagi untuk memenuhi amanat LUndang-undang
Nomor 1 tahun 1574 tentang perkawinan, dalam rangka mewujudkan rumah
tangga yang sakinah mawaddah dan rahmab,

3. Bahwa tentang upays keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1975 telah diupayakan namun tidak
berhasil, yang mengindikasikan telah ternadinya perselisihan yang tajam
antars Pamohon dan Termohon (syigaagun baidun).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhl Pasal 39
wyat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 junctis Pasal 18 hurut (f)
Peraturan Pamernntah Nomor 9 Tahun 1875 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Istam.
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Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan pedimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon belum permah menfatubkan talak/bary menjatuhkan talak
'l sty kall, maka petitum pemohonan Pamohon mangenal @in talak o'l
tersnbut memenubi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karens tu dapat
dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya Termohon (contrsdicton),

Menimbang, bahwa karena perkara # quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Poradilan Agama, blaya perkaca dibesbankan kepada Pemahon,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkatan dengan parkara ini;

MENGADILY;
1 Mengabutkan permohonan Pemaohon,

2 Member  zin  kepada Femohon
untuk manatuhkan talak satu )l terhadap Termohon
Cdi depan sidang Pengaditan Agama Tembilahan,

3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biays perkara sejumiah
Rp. 341 000 (tigs ratus empat puluh satu nbu rupiah),

Demikian putusan inl dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majolis
Hakim yang dilangsungkan pada hart Senin tanggal 02 April 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami YENI KURNIATI,
SHMI sebagal Ketus Majehs, RIKI DERMAWAN, 5 H.| dan FATHUR RIZQI,
S M1 masing-masing sebagal Makim Anggota, pulusan tersebut divcapkan
dalam sidang torbuka untuk umum pade han itu jugs pada han Senin tanggal
02 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Makim Anggota dan dibanty
oleh TAHARUDDIN, § Ag.. M.H sebagal Panitera Pangganti serta dihadin oleh
Pemohon diluar hadimya Termohon,
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Hakim Anggota, o Ketua Majelis,

D)
A

[t
RIKI DERMAWAN, S H.I
Hakim Anggota,

/;Qz//
FATHUR RIZQ!, SH.I

Panitera Pengganti,

Y

TAryéuole. SAg., MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,.-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 250.000-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai; = Rp. 6.000,-
Jumliah = Rp 341.000.-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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